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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR’IYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili  perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang Hakim Tunggal telah memutus perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 11130226706910001, tempat tanggal lahir Takengon, 27 Juni

1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  pekerjaan

Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, no hp: xxxx.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 1113020901810002, tempat tanggal lahir  Kuning, 09 Januari

1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/sederajat,

pekerjaan PNS,  tempat  kediaman  di  xxxxxxx  xxxxxx  xx,

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut

sebagai  Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  pihak  Penggugat  dan  para  saksi  di

persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah  Blangkejeren,  Nomor

42/Pdt.G/2024/MS.Bkj, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang

isi pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan   dengan

Tergugat pada tanggal  09 Desember 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA

Kecamatan  Blangkejeren, xxxxxxxxx  xxxx  xxxx, sesuai  dengan  Kutipan

Akta  Nomor:  0242/004/XII/2015 yang  dikeluarkan  KUA  Kecamatan

Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tanggal 10 Desember 2015; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan  keduanya  bertempat  tinggal  bersama  di  Kampung  Kuning  II,

Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara selama ± 7 (tujuh) tahun

sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari  pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia  3

(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak 1 bin Tergugat, lahir tanggal 27 Juli 2015;

Saat  ini  anak  pertama Penggugat  dan  Tergugat  berada dalam asuhan

Tergugat;

3.2. Anak 2 binti Tergugat, lahir tanggal 26 Oktober 2017;

3.3. Anak 3 bintiti Tergugat, lahir tanggal 10 Juni 2021;

Saat ini  anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat berada dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai

goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

yang sulit didamaikan sejak tanggal 01 Juli 2022;

5. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat  melakukan KDRT seperti memukul, menunjang,

menampar serta memasukkan kepala Penggugat ke dalam bak mandi,

sehingga Penggugat tidak sadarkan diri; 

5.2. Tergugat sering marah-marah karena hal kecil; 

5.3. Tergugat  kurang  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat;

5.4. Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;
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6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak 01 Juli 2022

hingga  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat memukul, menunjang, menampar

serta  memasukkan  kepala  Penggugat  ke  dalam  bak  mandi  sehingga

Penggugat tidak sadarkan diri, kemudian Penggugat dibawa oleh tetangga

ke Polsek untuk meminta perlindungan, kemudian Penggugat dijemput oleh

istri Kepala Desa untuk dinasehatai, keesokan harinya Penggugat dijemput

oleh  keluarga  penggugat,  sejak  kejadian  tersebut  saat  ini  Penggugat

bertempat tinggal di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, xxxxxxxxx

xxxx xxxx dan Tergugat berada di xxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan  musyawarah  atau  berbicara

dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi,  maka Penggugat  berkesimpulan bahwa lebih  baik  bercerai  dengan

Tergugat; 

9. Bahwa selama ini  anak  pertama Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat

dan  Tergugat  bersama  dengan  Penggugat,  oleh  karena  itu  untuk

kepentingan anak itu sendiri  dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap

anak, karena Tergugat sering bersikap kasar, maka Penggugat mohon agar

anak  tersebut  ditetapkan  berada  dalam  pengasuhan  dan  pemeliharaan

Penggugat;

10. Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  sangat

membutuhkan biaya pemeliharaan sampai  dengan dewasa/mandiri yang

ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000,00
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(satu jutalima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut semestinya ditanggung

oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS dengan gaji pokok

Tergugat  Rp3.800.000 (tiga  juta  delapan ratus  ribu  rupiah)  perbulannya,

maka jika  terjadi  perceraian  Penggugat  mohon agar  Tergugat  di  hukum

untuk  membayar  nafkah  selama  masa  iddah  sejumlah  Rp10.000.000,-

(sepuluh  juta  rupiah) yang  harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat

mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa  untuk  menjamin  terpenuhinya  tuntutan  Penggugat  tentang

nafkah  iddah,  Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim memerintahkan

Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Blangkejeren  untuk  menahan  Akta  Cerai

atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama ± 2 (dua)

tahun,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  tidak  terlaksana  sebagaimana

mestinya;

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan

oleh keluarga namun tidak berhasil;

15. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  Perkara  ini  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua

Mahkamah  Syar’iyah  Blangkejeren  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan  jatuh  talak  satu  ba’in shugra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap  Penggugat  (PENGGUGAT)  di  depan  sidang  Mahkamah

Syar'iyah Blangkejeren;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat  mengambil  Akta  Cerai,  berupa  nafkah  selama  masa  iddah

sejumlah Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-

anak yang bernama:
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4.1. Anak 1 bin Tergugat, lahir tanggal 27 Juli 2015;

4.2. Anak 2 binti Tergugat, lahir tanggal 26 Oktober 2017;

4.3. Anak 3 bintiti Tergugat, lahir tanggal 10 Juni 2021;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

ketiga  anak tersebut;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan)

di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  para  Penggugat  untuk

membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah

pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis,

akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya  untuk

bercerai dari Tergugat;

Bahwa  Hakim  telah  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Taufik  Rahayu

Syam, S.H.I,  M.Si)  tanggal  10 Juli  2024,  mediasi  telah dilaksanakan namun

tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir pada persidangan pokok perkara dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sesuai  relass

panggilan tanggal 19 Juli 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  pemeriksaan  perkara  ini

dilanjutkan  dengan  membacakan  gugatan  Penggugat,  yang  isinya  ada

perubahan yaitu anak ketiga yang bernama Anak 3 saat ini bersama Tergugat

dan dalil-dalil selebihnyanya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

1. Fot

okopi  Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat,  yang dikeluarkan

oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx

xxxx  tanggal  05  April  2021.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Blangkejeren xxxxxxxxx xxxx

xxxx  Provinsi  Aceh,  Nomor  0242/004/XII/2015  Tanggal  10  Desember

2015. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan

dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Tergugat  sebagai  kepala

keluarga.  Alat  bukti  surat  tersebut  telah  di-nazagelen  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya,  serta  oleh Hakim telah diparaf  dan diberi

kode (P-3);

II. Bukti Saksi

1. Nama SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN GAYO

LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung

Kuning II, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara selama ± 7

(tujuh) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

anak yang bernama Gibran dan Aqila saat ini bersama Tergugat dan

Keyla saat ini bersama Penggugat; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak

rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa setahu saksi  ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sejak tahun 2022; 

- Bahwa  setahu  saksi  penyebabnya  karena  Penggugat  tidak  tahan

terhadap KDRT yang dilakukan oleh Tergugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  kurang  lebih

sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah

Penggugat; 

- Bahwa sudah sering dirukunkah oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

- Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  tidak  pernah  terlibat

dengan tindakan kriminal;

Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  tidak  pernah  terlibat

dengan tindakan kriminal;

- Bahwa keadaan anak bersama dengan Tergugat seperti tidak terawat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2. Nama SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  xxxxxxx,  tempat  tinggal  di  KABUPATEN  GAYO  LUES,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung

Kuning II, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara selama ± 7

(tujuh) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

anak yang bernama Gibran dan Aqila saat ini bersama Tergugat dan

Keyla saat ini bersama Penggugat; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak

rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa setahu saksi  ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sejak tahun 2022; 

- Bahwa  setahu  saksi  penyebabnya  karena  Penggugat  tidak  tahan

terhadap KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi  mengetahui  hal  tersebut  karena saksi  pernah melihat

bekas  lebam  akibat  KDRT yang  dilakukan  oleh  Tergugat  di  wajah

Penggugat saat saya berkunjung ke rumah Penggugat. Karena saya

lihat  ada  Tergugat  di  rumah,  saya  tidak  nyaman  bertanya  tentang

keadaan  Penggugat  tersebut  di  depan  Tergugat,  jadi  saya  bawa

Penggugat ke luar rumah dan saya tanyai, barulah Penggugat cerita

pada  saya  bahwa  Penggugat  baru  dipukul  dan  dipijak-pijak  oleh

Tergugat.  Saya  juga  pernah  mendengar  Tergugat  memaki-maki

Penggugat  dengan  menyebut  nama  binatang  via  telepon  yang  di-

loudspeaker  oleh  Penggugat  di  depan  saya  saat  saya  sedang

bersama Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  kurang  lebih

sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah

Penggugat; 

- Bahwa sudah sering dirukunkah oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

- Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  tidak  pernah  terlibat

dengan tindakan kriminal;

Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  tidak  pernah  terlibat

dengan tindakan kriminal;

- Bahwa keadaan anak bersama dengan Tergugat seperti tidak terawat;
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- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

gugatan  Penggugat  dan  mohon  putusan  dengan  mengabulkan  gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat

menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang

menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  tercantum  dalam

Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas

Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan

Penggugat  telah  mendalilkan  mengenai  tempat  domisili  Penggugat  yang

berada  di  wilayah  hukum  Mahkamah  Syar'iyah  Blangkejeren,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  secara  optimal  untuk

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka

secara  musyawarah  kekeluargaan,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  dan  telah

dilakukan upaya mediasi  yang dipimpin  oleh  hakim mediator  Taufik  Rahayu

Hlm 9 dari 26 hlm – Putusan No. 42/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syam, S.H.I, M.Si, berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, mediasi

telah  dilaksanakan  namun  hasilnya  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan,

dengan demikian  ketentuan Pasal  154 (1)  R.Bg.,  dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini

telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  menghadap  di

persidangan,  maka  kemudian  dibacakanlah  gugatan  Penggugat  yang

sebagaimana dalam duduk perkara; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  menghadap  di

persidangan  maka  jawabannya  tidak  dapat  didengar,  kemudian  Hakim

memberikan  kesempatan  kepada  Penggugat  untuk  membuktikan  kebenaran

dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  gugatan  perceraian  karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

memenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Rumah  tangga  sudah  tidak

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan
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dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk

rukun  kembali.  (3)  Pengadilan  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di  persidangan pokok perkara,

sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal

Tergugat  dapat  dianggap  tidak  bermaksud  untuk  mempertahankan  hak-hak

keperdataannya  dan  atau  membela  kepentingannya  di  persidangan.  Hal  ini

telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an

III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan

sebagai berikut :

َ ََوَ ظََاَلمٌِ ل لمِِينَْ ولَمِْ يجُِبْ فهَُ اََمِ الْمُسََْ َ مَنْ دعُِيَ الِىَ حَاكمِْ مِنْ حُك

حَقّ لهَُ

Artinya: “Barang  siapa  yang  dipanggil   untuk  menghadap   Hakim

Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya”.

Menimbang,  bahwa dalam undang-undang  perkawinan  terdapat  prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan,  sehingga  walaupun  ketidakhadiran  Tergugat  secara  formil  dapat

diartikan  menerima  dan  membenarkan  dalil-dalil  Penggugat,  namun  khusus

dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya

sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan

bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena

dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de  groten  langen).  Begitupula  dalam

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai  ikatan perdata biasa akan tetapi
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sebagai  mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh),  sehingga bagi  suami isteri

haram  hukumnya  bercerai  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  gugatan  perceraian  karena  alasan

perselisihan  dan  pertengkaran,  Hakim  harus  terlebih  dahulu  mendengarkan

keterangan dari  pihak keluarga atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri  tersebut.  Dengan  demikian,  Penggugat  diwajibkan  untuk  membuktikan

dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih hujjah syari’ah

dalam Kitab Al-Anwar Juz II  halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya  :  “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P-1

s/d P-3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1

dan Hancy Putri Rahayu binti Asriadi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan

fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor  13 Tahun 1985 tentang Bea Materai  serta  Pasal  2  ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  tarif  Bea

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea

Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut sah sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa alat  bukti  kode (P-1  dan P-3)  tersebut  merupakan

akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak

dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai

kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat; 
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Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  dari  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di  persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan  dekat  atau

adanya  hubungan  keluarga  antara  Penggugat  dan  saksi-saksi  merupakan

ketentuan  khusus  dalam  perkara  perceraian  atau  sengketa  mengenai

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria  tersebut  Hakim  menilai  bahwa  saksi-saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,   saksi-

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri,  keterangan  yang  diberikan  tersebut  harus  mempunyai  sumber

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

bersesuaian satu dengan yang lain; 

Menimbang,  bahwa  dari  saksi-saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan,

Hakim  menilai  bahwa  keterangan-keterangan  saksi  yang  memenuhi  syarat

materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berstatus  sebagai  suami  isteri

dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,  anak yang bernama Gibran dan

Aqila saat ini bersama Tergugat dan Keyla saat ini bersama Penggugat; 

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  sudah

tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan

berselisih; 

3. Bahwa  penyebabnya  karena  Penggugat  tidak  tahan  terhadap

KDRT yang dilakukan oleh Tergugat; 

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal

kurang lebih 2 (dua) tahun; 
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5. Bahwa  keluarga  sudah  pernah  menasihati  Penggugat  supaya

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap

dengan niatnya tersebut;

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat

dengan tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang

terjadi  selama  persidangan,  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  dan  akan

Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  otentik  berupa Kartu  Tanda

Penduduk  atas  nama  Penggugat,  terbukti  bahwa  Penggugat  merupakan

penduduk  Kabupaten  Gayo  Lues,  maka  Penggugat  berhak  mengajukan

perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  otentik  berupa kutipan akta

perkawinan  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,  harus  dinyatakan  terbukti

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  perkawinan  yang  sah  sejak

tanggal 21 Januari 2006. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai

isteri  memiliki  hak untuk mengajukan perceraian ini  ke Mahkamah Syar'iyah

(persona  standi  in  judicio) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat

dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal tersebut merupakan bukti

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berhubungan  layaknya  suami  isteri

(ba’da dukhul). Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena

berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;
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Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan

oleh  Penggugat  sebagai  isteri,  Hakim  berpendapat  bahwa  perceraian

merupakan  pintu  darurat  untuk  menyelesaikan  konflik  dalam sebuah  ikatan

pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam  keadaan

terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  telah

membatasi  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan  perceraian  kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.  Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  ada  alasan  perceraian  sebagaimana

yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka dalam perkara ini,  Penggugat telah mendalilkan adanya

alasan  perceraian  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat,  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran, terkait hal ini Penggugat telah mengajukan dua

orang  saksi  di  persidangan.  Saksi-saksi  tersebut  pada  intinya  menyatakan

bahwa  mereka  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  dan

berselisih dalam rumah tangga mereka;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan sebagaimana

tersebut  dalam  gugatan  Penggugat.  Terkait  hal  tersebut,  saksi-saksi  dari
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Penggugat  menyebutkan  bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak tahan terhadap

KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi,  akibat  dari

adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah pisah rumah sejak  2 (dua)  tahun yang lalu  sampai  dengan

sekarang, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat

dan Tergugat  terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang

berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwa Penggugat dan

Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami

isteri,  hal  tersebut  bertentangan dengan  ketentuan  hukum perkawinan yang

memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

tugas dan kewajiban sebagai  suami  isteri,  kecuali  apabila  ada alasan yang

dapat dibenarkan oleh hukum; 

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri,

oleh  karena  itu  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  pernikahan,  agar

suami  isteri  utuh  kompak  dalam  segala  aktivitas  kehidupan  rumah  tangga

bukan  dengan  pola  hidup  berpisah.  Disamping  itu,  Hakim  menilai  bahwa

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  dibangun,  padahal  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

yang baik,  baik  dari  segi  kuantitas maupun kualitas antara suami  dan isteri

tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah

mengupayakan  perdamaian  dengan  memberi  nasihat  kepada  Penggugat

supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat
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tetap  dengan  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat.  Hal  tersebut

menunjukan  fakta  bahwa  Penggugat  tidak  ingin  meneruskan  rumah  tangga

dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  perkara  ini  juga  mempertimbangkan

apakah  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  masih  dapat

dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua

belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan

rumah  tangga  dengan  pasangannya,  maka  apabila  rumah  tangga  tersebut

dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan,

hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Penggugat  tidak  ingin

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  tujuan  adanya

pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

dihubungkan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

tanggal  17  Maret  1999  nomor  237/K/  AG/1998  yang  mengandung  abstrak

hukum,  bahwa  berselisih,  cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam satu  tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  Hakim berpendapat,  bahwa dengan meneruskan rumah

tangga yang sudah tidak terjalin  harmonis hanya akan membuat  salah satu

pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka

hal  tersebut  merupakan  bukti  adanya  kemudhorotan  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  sudah  sepatutnya  kemudhorotan  tersebut

dihilangkan,  Terkait  hal  tersebut  Hakim  sependapat  dengan  pendapat  ahli
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hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama

83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختََار الاسََلم نظََام للطلاق حين تضََطرب الحيََاة الََزوجين
ولم يعد ينفََع فيهََا نصََائح  ول صََلح وحيث تصََبح الربطََة الََزواج
صَََورة من غَََير روح لن الاسَََتمرار معنَََاه ان يحكم على احَََد

 الزوجين بالسجن للمؤبد  وهذا ظلم تأباه روح العداله

Artinya:  Islam memilih  lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi  nasehat

perdamaian  dan  hubungan  suami  isteri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa)  sebab

dengan meneruskan perkawinan berarti  menghukum salah satu suami  isteri

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan

dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah  pecah/retak)  bisa

menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi  semua  pihak  dan

kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi sebagai berikut:

درء المفااسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di  atas, Hakim

menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkannya  sebuah  perceraian
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berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang

diajukan  oleh  isteri  ke  Mahkamah  Syar'iyah,  maka  dengan  pertimbangan-

pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari

Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat alias Sulastri Ani binti

Kusno), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan

oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang  menyatakan

sebagai berikut:

ََان فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وك
اليذا مما يطااق معه دوام العشرة بين امثالهمََا وعجزالقاضََى عن

الصلح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya:  “Apabila  gugatan  isteri  di  depan  hakim  telah  terbukti  berdasarkan

keterangan  bukti  dari  isteri  atau  karena  telah  ada  pengakuan  dari  suami,

sedangkan  penderitaan  isteri  itu  membuatnya  tidak  sanggup  lagi  untuk

melanjutkan  hidup  bersama  suami  dan  antara  keduanya  sudah  tidak  bisa

didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih

Sunnah II hal. 248.”);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang,  bahwa  selain  pokok  perkara  tersebut  diatas,  Penggugat

menuntut pula nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah);

Menimbang,  bahwa terkait  tuntutan Penggugat  tersebut  di  atas,  Hakim

akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurusprudensi  Mahkamah  Agung  RII

Nomor: 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007 yang mengandung abstrak

hukum, Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz.

Meskipun  gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri,  tidak  terbukti  isteri  telah

berbuat  nusyuz,  maka  secara  ex  officio suami  dapat  dihukum  untuk

memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri

harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga

menyangkut kepentingan suami;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  syarat  untuk  dikabulkannya  nafkah

iddah adalah bahwa si isteri tidak berbuat nusyuz. Terkait hal tersebut Hakim

akan mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan nusyuz atau tidak?

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  Hakim  menilai

bahwa tidak ada fakta yang menunjukan Penggugat berbuat nusyuz terhadap

suaminya, bahkan sebaliknya Tergugatlah yang banyak menyebabkan ketidak

rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Hakim

menilai  bahwa  Penggugat  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dari  Tergugat

adapun besaran nafkah iddah yang diberikan, sebagaimana yang tertera dalam

yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005

dan  Nomor  280  K/AG/2004  tanggal  10  Nopember  2004 haruslah  memenuhi

kebutuhan  hidup  minimum  berdasarkan  kemampuan,  kepatutan  dan  rasa

keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta fakta di persidangan,

Penggugat tidak dapat  membuktikan bahwa Tergugat  mempunyai  Penghasilan

Rp3.800.000,00 (tiga juta  delapan ratus ribu rupiah)  dari  pekerjaannya namun

yang  terbukti  adalah  Tergugat  bekerja  sebagai  xxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  maka
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menururt Hakim nominal nafkah yang patut diberikan kepada Penggugat adalah

sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan

standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat yang tinggal di xxxxxxxxx xxxx

xxxx, Aceh, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal

39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat

2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa patut mengabulkan

tuntutan  Penggugat  dengan  menghukum Tergugat  untuk  membayar  kepada

Penggugat nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  untuk  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Nomor 2 tahun 2019 untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku isteri,  maka

Hakim  menilai  pembebanan  nafkah  iddah  kepada  Tergugat  tersebut  harus

dibayarkan  sebelum  Tergugat  mengambil  akta  cerai.  Oleh  karena  itu  Hakim

memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memberikan

akta  cerai  Tergugat  tersebut  setelah  Tergugat  memenuhi  kewajibannya

membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat

gugatannya,  Penggugat  meminta  hak asuh anak yang bernama Anak 1 bin

Tergugat, Anak 2h bin Tergugat dan Anak 3 binti Tergugat, sebagaimana dalam

duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, sesuai bukti P.3 dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan

saksi-saksi  di  persidangan,  anak  yang  bernama  Anak  1  bin  Tergugat,  lahir

tanggal 27 Juli 2015 atau usia 9 (sembilan) tahun  Anak 2h,   lahir tanggal 26

Oktober 2017 atau usia 6 (enam) tahun dan Anak 3 binti Tergugat, lahir tanggal

10 Juni 2021 atau usia 3 (tiga) tahun terbukti bahwa ketiga anak tersebut belum

mumayyiz;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pasal  105 huruf  (a)  Kompilasi  Hukum

Islam Di Indonesia yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikaitkan dengan keterangan

saksi-saksi  dalam  persidangan  yang  memberikan  keterangan  mengenai

keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana dua
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anak  sekarang  bersama  dengan  Tergugat  dan  satu  anak  lagi  sekarang

bersama  dengan  Penggugat,  namun  dikarenakan  Tergugat  tidak  hadir  di

persidangan sehingga tidak  dapat  membuktikan bahwa Tergugat  lebih  layak

dan  berhak  mengasuh  anak-anaknya  dan  Penggugat  telah  membuktikan

bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak-

anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi di

persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa

anak yang bernama bernama Anak 1 bin Tergugat, Anak 2h bin Tergugat dan

Anak 3 binti Tergugat belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz

dan dalam pemeriksaan Hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi

Penggugat  untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut,  oleh karenanya

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo.  Pasal 156 huruf (a) Instruksi

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak

atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut

adalah  Ibu  kandungnya.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  alasan

Penggugat  untuk  menjadi  Pemegang  hak  hadhanah  bagi  ketiga  anaknya

tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak hadhanah ketiga anak tersebut diberikan kepada

Penggugat sebagai ibunya, namun keberadaan anak yang bernama Anak 1 bin

Tergugat, lahir tanggal 27 Juli 2015 atau usia 9 (sembilan) tahun dan Anak 3

binti  Tergugat,  lahir tanggal 10 Juni 2021 atau usia 3 (tiga) tahun, sekarang

tinggal  bersama  dengan  Tergugat,  maka  Hakim  memerintahkan  kepada

Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat secara

suka rela;

Menimbang,  bahwa  meskipun  hak  hadhanah  ketiga  anak  tersebut

diberikan  kepada  Penggugat  sebagai  ibunya,  namun  berdasarkan  pasal  45

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya

sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula

menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014

perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
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anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau

berkunjung,  menjumpai,  mencurahkan  kasih  sayangnya  kepada  anaknya

tersebut  dan Penggugat  sebagai  ibu wajib  memberi  akses kepada Tergugat

sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi  akses

kepada  Tergugat  maka  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan

pencabutan  hak  hadlanah (Vide:  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1

Tahun 2017);

Menimbang,  bahwa  terkait  nafkah  anak  tersebut  di  atas,  dalam  surat

gugatannya,  Penggugat  meminta  nafkah  untuk  ketiga  anaknya  tersebut

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta  lima  ratus  ribu rupiah) setiap bulan,

sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya,

tapi  tidak  akan  memutus  hubungan  ruhani  antara  orang  tua  dengan  anak,

sehingga seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga dengan

ibu anak tersebut. Hal ini  sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah

ayat 233 yang berbunyi:

     , واسعها      إل نفس تكلف ل بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود  وعلى

Artinya: “Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka

secara  patut.  Seseorang  tidak  boleh  dibebani  kecuali  sesuai  dengan

kemampuannya”;

Menimbang,  bahwa  konsekuensi  dan  kewajiban  bagi  suami  untuk

menafkahi  anaknya.  Maka  ditinjau  dari  berbagai  pandangan  manapun  tidak

memutus hubungan orang tua dan anaknya;

Menimbang,  bahwa ketentuan Pasal  156 Kompilasi  Hukum Islam pada

poin  f  menyebutkan  sebagai  akibat  putusnya  perkawinan,  pengadilan  dapat

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak

turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
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Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama tahun 2016 yang menyebutkan

bahwa  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  dapat  menetapkan  nafkah

anak  kepada  ayahnya  apabila  secara  nyata  anak  tersebut  berada  dalam

asuhan  ibunya,  maka  Hakim  membebankan  kepada  Tergugat  untuk

memberikan  nafkah  setiap  bulannya  kepada  ketiga  orang  anak  tersebut

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  nilai  mata  uang  terus  berubah  sesuai  dengan

perubahan dan taraf ekonomi, maka untuk menjaga fluktuasi inflasi nilai mata

uang,  Hakim  juga  menghukum  kepada  Tergugat  untuk  memenuhi  kenaikan

harga nilai  mata uang/fluktuasi setiap tahunnya sebesar 10 % di luar beban

pokok tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga sebagaimana

amanat  dari  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  3  tahun  2015  tentang

Pemberlakuan Pleno Kamar Agama tahun 2015;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat  segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I  

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.

Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (Penggugat);  

3.

Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  selama  masa  iddah

kepada  Penggugat  sejumlah  Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  sebelum

Tergugat mengambil akta cerai;  
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4.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk

menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

5.

Menetapkan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama  Anak  1  bin

Tergugat, lahir tanggal  27 Juli 2015, Anak 2 binti Tergugat,  lahir tanggal

26 Oktober 2017 dan  Anak 3 binti Tergugat, lahir tanggal 10 Juni 2021,

berada  dibawah  asuhan  (hadhanah)  Penggugat  selaku  ibu  kandungnya

tanpa  menghilangkan  hak  dan  kesempatan  bagi  Tergugat  selaku  ayah

kandungnya  untuk  memberikan  kasih  sayang  dan  perhatiannya  kepada

anaknya tersebut;

6.

Menghukum  Tergugat  (TERGUGAT)  untuk  menyerahkan  anak  yang

bernama Anak 1 bin Tergugat, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak 3 binti

Tergugat,  lahir tanggal 10 Juni 2021 kepada  Penggugat (PENGGUGAT)

selaku pemegang hadhanah;

7.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak yang

tersebut  dalam  diktum  amar  angka  5 setiap  bulannya  sejumlah

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan

dan  kesehatan  dengan  penambahan  sebesar  10 %  setiap  tahunnya

sebagai akibat fluktuasi nilai mata uang;  

8.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp672.000,00

(enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);  

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  sidang  Hakim  Tunggal

Mahkamah  Syar'iyah  Blangkejeren  pada  hari  Rabu,  31  Juli  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  25  Muharram  1446  Hijriyah  oleh  kami  ALIMAL

YUSRO  SIREGAR,  S.H.  sebagai  Hakim,  putusan  tersebut  diucapkan  oleh

Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh
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HEFA  LIZAYANTI,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh

Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Hefa Lizayanti, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
a. Pendaftara

n

b. Panggilan

Pertama

c. Redaksi

:

:

:

Rp.

Rp.

Rp.

30.000,00

20.000,00

10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 420.000,00
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